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Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
perkenanNya, buku ini bias diterbitkan untuk menjadi pegangan pemilih guna
berpartisipasi dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD vyang
dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009.

Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD
dan DPRD Tahun 2009, penyelengara Pemilu perlu menyampaikan informasi
dengan sasaran: Pertama, pelaksanaan tahapan. Kedua, metode pemberian
suara.

Untuk memberi pedoman kepada jajaran penyelenggara dan masyarakat luas
berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan informasi Pemilu, telah
diterbitkan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Sosialisasi
dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Di dalam
peraturan tersebut diformulasikan metode, media, kelompok sasaran dan
strategi penyampaian informasi sehingga masyarakat memiliki pemahaman
yang cukup tentang apakah pemilihan umum itu dan bagaimana tahapan
penyelenggaraannya.

Sebagia tindak lanjut pelaksanaan tugas penyampaian informasi Pemilu
sebagai diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menerbitkan buku pegangan
berjudul Tahapan dan Tata Cara Pemberian Suara Pada Pemilu Legislatif
2009-Pegangan Bagi Pemilih. Matert buku pegangan pemilih ini disampaikan
secara ringkas dan padat agar pemilih mudah memahami tahapan
penyelenggaraan Pemilu dan bagaimana menggunakan hak pilih untuk
mendorong terwujudnya Pemilu yang berkualitas.

KPU Provinsi Jawa Tengah berharap semoga penerbitan buku pegangan
pemilih ini bermanfaat bagi pemilih dan pemangku kepentingan dalam upaya
mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009.

KPU Provinsi Jawa Tengah
Ketua
Ida Budhiati, SH, MH
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BAB |
Makna Penting Pemilu Legislatif 2009

Pemilihan Umum (pemilu) legislatif 2009 yang akan dilaksanakan pada hari
Kamis, 9 April 2009 mendatang merupakan pemilu yang ke 10 di Indonesia.
Pemilu pertama dilakukan pada tahun 1955 dilakukan dua kali. Pertama, 29
September 1955 untuk memilih 257 anggota DPR. Yang kedua, 15
Desember 1955 untuk memilih 520 anggota Dewan Konstituante. Pemilu
1955 diikuti oleh lebih 30-an partai politik (parpol) dan lebih dari seratus daftar
kumpulan dan calon perorangan.

Lalu pemilu 1971 yang berlangsung 5 Juli 1971 diikuti 10 partai peserta
pemilu. Kemudian, sejak pemilu 1977 (2 Mei 1977), pemilu 1982 (2 Mei
1982), pemilu 1987 (4 Mei 1982), pemilu 1987 (23 April 1987), pemilu 1992 (9
Juni 1992) hingga pemilu 1997 (29 Mei 1997), pesertanya hanya 3 yakni
Golkar, PPP dan PDI.

Pelaksanaan Pemilu tahun 1999 (7 Juni 1999) yang merupakan pemilu ke 8
diikuti 48 parpol. Lalu pemilu 2004 (5 April 2004) diikuti 24 parpol dan calon
perseorangan. Sama seperti pemilu 2004, pemilu 2009 diikuti 44 parpol,
termasuk 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam, dan calon
perseorangan. (parpol peserta pemilu dan no urut dapat dilihat di Bab V).

Cakupan Pemilu

UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun. Pemilu
diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai
politik (parpol). Sementara peserta pemilu untuk memilih anggota DPD
adalah perseorangan.

Pemilu legislatif 2009 merupakan pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD
dan DPRD Provinsi, Kabupaten/kota dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan
UUD RI Tahun 1945.

Makna Penting Pemilu

Sebagai kegiatan kenegaraan yang rutin, pelaksanaan pemilu memiliki
minimal 2 makna penting. Pertama, pemilu legislatif yang merupakan pemilu
memilih anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota tidak
hanya berhenti hingga anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/kota terpilih dilantik. Melainkan, hasil penyelenggara lembaga
Negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat akan mewarnai kebijakan
dan dinamika kehidupan pemerintahan, berbangsa dan bernegara baik di
tingkat nasional dan daerah.

Ramlan Surbakti (2008) menyebutkan bahwa DPR sebagai hasil pemilihan
rakyat langsung akan ikut menentukan pencalonan dan pemilihan personil
penyelenggara lembaga Negara lainnya, baik yang ditetapkan dalam UUD
maupun yang ditetapkan berdasarkan UU. Seperti anggota Komisi Yudisial,
Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa



Keuangan (BPK), Bank Sentral, KPU, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia,
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hingga Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU).

Dalam konteks lokal, hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota akan menentukan kebijakan  pemerintahan dan
pembangunan di daerah serta pelaksanaan pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

Kedua, pelaksanaan pemilu merupakan saat masyarakat khususnya yang
menggunakan hak pilihnya, untuk melakukan penilaian/evaluasi dan memilih
individu yang akan menduduki jabatan di DPR/DPD/DPRD.



BAB I
Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai penyelenggara pemilu KPU
berpedoman kepada beberapa azas yakni: mandiri, jujur, adil, kepastian hokum,
tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,
profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

KPU yang kedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia beranggota 7 orang.
Sementara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing
beranggotakan 5 orang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU, KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota dibantu Kesekretariatan

Panitia Pemilihan

Guna menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan, KPU Kabupaten/Kota
membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang beranggotakan 5 orang
dan berkedudukan di ibukota Kecamatan. PPK di Jawa Tengah yang dibentuk
sebanyak 573 dengan jumlah personil 2.865 orang.

Sementara untuk menyelenggarakan pemilu di desa/kelurahan, KPU
Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemilihan Suara (PPS) yang beranggotakan
3 orang dan berkedudukan di desa/kelurahan. PPS di Jawa Tengah yang
dibentuk sebanyak 8.574 dengan jumlah personil 25.722 orang.

Sebagai ujung tombak penyelenggara pemilu, PPS atas nama KPU
Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS). KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS
untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

Pengawas Pemilu

UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan
bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.



Bab Il
Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Tahapan penyelenggaraan pemilu merupakan rangkaian kegiatan pemilu yang
terkait dan saling terkoordinasi satu sama lain sebagai implementasi pilihan akan
sistem pemilu tertentu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu melalui Peraturan
KPU No. 9 tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009, dan dirubah
dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2008 telah menetapkan tahapan dan
jadwal pemilu legislatif 2009 sebagai berikut :

No. Tahapan Waktu
1. Pemutakhiran data pemilih dan | 5 April-24 Oktober 2008
penyusunan daftar pemilih

2. Pendaftaran Peserta Pemilu =Parpol: 7 April-12 Mei 2008
=Perseorangan: 27 Juni-14 Juli
2008

3. Penetapan Peserta Pemilu =Parpol: 9 Juli 2008
=Perseorangan: 31 Oktober 2008

4. Penetapan jumlah kursi dan | 1-20 Juli 2008

penetapan daerah pemilihan

5. Pencalonan  anggota  DPR, | 9 Agustus-7 Oktober 2008
DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota
6. Masa kampanye 12 Juli 2008-5 April 2009
7. Masa tenang 6-8 April 2009
8. Pemungutan dan penghitungan | 9 April 2009
suara
9. Penetapan hasil Pemilu =DPRD Kab-Kota: 19 April 2009
=DPRD Provinsi: 24 April 2009
=DPR/DPD: 9 Mei 2009
10. Pengucapan sumpah/janji | =DPRD Kab-Kota: Juli 2009
anggota DPR, DPD, DPRD =DPRD Provinsi: Agustus 2009
Provinsi, dan DPRD =DPR/DPD: 1 Oktober 2009

kabupaten/kota




Bab IV
Peserta Pemilu Legislatif 2009

Tidak berbeda dengan pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2004 lalu, UU 10
tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
mengamanatkan peserta pemilu legislatif tahun 2009 terdiri atas :
e Partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota
e Perseorangan untuk pemilu anggota DPD.

1. PARTAI HATI NURANI RAKYAT

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA

PARTAI KARYA PEDULI BANGSA

3. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA

4. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL



5. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

PARTAI

GERAKAN INDONESIA RAYA

6. PARTAI BARISAN NASIONAL

PARTAI BARISAN NASIONAL

7. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
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8. PARTAI KEADIL AN SEJAHTERA

PARTAI KEADILAN
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SEJAHTERA

9. PARTAI AMANAT NASIONAL
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10. PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU
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PARTAl PIB

Partai Perjuangan Indonesia Baru

11. PARTAI KEDAULATAN

FARTAR HEDARULSTAR

12. PARTAI PERSATUAN DAERAH

MFTAL PEREATLAN DAERAH

13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
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14. PARTAI PEMUDA INDONESIA

15. PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME
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MARHAENISME

16. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN

PARTAI DEMOKRASI

PEMBARUAN

17. PARTAI KARYA PERJUANGAN
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PARTAI KARYA PERJUANGAN

18. PARTAI MATAHARI BANGSA

PARTAI MATAHARI BANGSA

19. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA

20. PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN
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21.PARTAI REPUBLIK NUSANTARA (RepublikaN)

22. PARTAI PELOPOR

23. PARTAI GOLONGAN KARYA
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